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LURAH SIDOHARJO,
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 9 Tahun
2020;
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar
pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang
ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13,
14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
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2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6321);
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); _1_
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2016
tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016 Nomor 20);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018
tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat
Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, Dan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
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Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan
Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 47):

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Dacrah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Benita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor S1);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

2019 Nomor 73);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020

tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020
Nomor 37);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2020
tentang Standar Harga barang dan Jasa Tahun Anggaran
2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020
Nomor 79);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 431/ KPTS/ 2020
tentang Besarnya Penghasilan Te
Kalurahan, Staf Pamongg}{alurahan t:::n [[:ll;:h:r "
) ctap Staf
Pamong Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

4
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Menetapkan

24. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa
Sidoharjo Tahun 2016 Nomor 6);

25. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo
Tahun 2017 Nomor 2);

26, Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo
Tahun 2019 Nomor 2);

27. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pungutan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019
Nomor 3);

28. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Sidoharjo
Tahun 2019 Nomor 4);

29. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kalurahan Sidohafjo Tahun 2016-2021
(Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 7);

30. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 8 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021
(Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 8);

31. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kalurahan
Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

32. Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Kalurahan
Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOHARJO

dan

LURAH SIDOHARJO

MEMUTUSKAN :
: PERATURAN ~ KALURAHAN  TENTANG  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN

2021.
4,
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Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan Rp. 2.620.795.600
2. Belanja Kalurahan Rp. 2.633.736.900
Surplus/Defisit Rp. (12.941.300)
3. Pembiayaan Kalurahan
a. PenerimaanPembiayaan  Rp. 53.691.300
b. PengeluaranPembiayaan  Rp. 40.750.000
Selisih Pembiyaan ( a - b) Rp. 12.941.300

SilPA tahun anggaran berjalan Rp. -

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
b. daftar penyertaan modal (jika tersedia};
c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
d.daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4
Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2021 sebagai landasan  operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan.

Pasal 5
(1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan

untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.
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(2) Pendannan kegatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan  anggaran jenis  belanja  tidak
terdugn,
() Pemerintah  Kalurahan dapat melakukan  kegiatan
penanggulangan  bencana, keadzan  dzrurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
sclanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan
Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan Tzhun Anggaran 2021.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:
a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah

Kalurahan;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan
sosial; dan

e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6
Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam
pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
b. keadaanyang menyebabkan harus dilakukan

pergeseran antar objek belanja;
c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan

Pemerintah Daerah; dan/atau
d.kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya
dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam
tahun berjalan.
Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan
dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2021 dan memberitahukannya kepada

Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewuy.
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Pasal 7
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat .mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembara_n

Kalurahan Sidoharjo

Ditetapkan di ~ Sidoharjo
pada tanggal 29 Desember 2020

Diundangkan di Sidoharjo
pada tanggal 29 Desember 2020
CARIK,

HERU EKO SUSILO
LEMBARAN KALURAHAN SIDOHARJO TAHUN 2020 NOMOR 12
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LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESZ

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK URAIAN m?g::zm KETERANGAN
1 2 3 4
4. PENDAPATAN
4 Pendapatan Ask Desa 159.200.000,00
42 Pendapatan Transter 2.451.595 600,00
43 Pendapatan Lan-lan 10.000 000,00
JUMLAH PENDAPATAA 2.620.795.600,00
[ 4 BELANJA
51 Belanjs Pegawai 772.599.480,00
52 Belanja Barang dan Jasa 823.047.420,00
53 Belanja Modal 745 716.000,00
54 Belanja Tidak Terduga 292.372 000,00
JUMLAH BELANJA 2.631.736.900,00
SURPLUS / (DERISI) (12.941.300,00)
5. PEMBIAYAAN
61 Penerimaan Pembiayaan 53.691.300,00
61,1, SILPA Tahun Sebekumnya 368130000 |
62 Pengeluaran Pembiayaan 40.750.000.00
622 Penyertaan Modal Desa 40750 00000"
PEMBIAYAAN NETTC 12.941.300,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM 0,00
. — R—
r 2020

" i .:
EVI NURCAHY p
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LAMPIRAN
FERATURAN KALURAMAM SIDOMARJO
MNOMQOR 12 TAHUN 202C
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAMN DAN BELAMNJA DES/
ANGGARAN PENDAPATAM DAM BELAMJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021
NE':(OJ:NG UPALLN AN“:?R:R'J'-" SUMBERDANA
1 i 2 4 5
4 | PENDAPATAN
41 Pendapatan fsh Dess 159 200 000 00
42 Pendapatan Transter 2 451 595 £00.00
41 Pandapatan Laindsin 10 000 000 00
JUMLAH PENDAPATAN 1.620.795.600,00
k. BELANJA
1 PIDANG PENYELENOGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.114.98).860,00
1, Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 912.855.760,00
Pemerintahan Desa
1101 Penyediasn Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepsla Desa 19 375 000,00 | ACD PEM
1101 | 51 Belanja Pegawal 39 375 000,00
1102 Penyediasn Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa B40 427.500,00 | ADD PRM
11.02 | 81, Delanja Pegawal 640 427 500 00
110 Penyediaan Jaminan Soslal bagl Kepala Desa dan Peranghkat Desa 46 5468 98000 | ADD
1103 | 81 Belanja Pegawal 48 546 980,00
1104 Penyediaan Operasional Pemenntah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD 04 2873 480,00 | ADD PAD P
dir)
1104 | 52 Delanja Barang dan Jasa 94 383 480 00
11.05 Penyediaan Tunjangan BPD 46 250 000,00 | ACO, PEH
1105 | 51, Belanja Pegawal 45250 000,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK. Makan Minum, Pakaian Seragam BET2.80000 | DLL PAD
, Listnk dil)
1.106 | 52 Belanja Barang dan Jasa 8672 80000
1.1.07 Penyediaan Insent!/Operasional RT/RW 37.200.000,00 | PBH
1107 | 52 Belanja Barang dan Jasa 37 200 000.00
12 Penyedisan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 36.951.000,00
1201 Penyedisan Sarana (Aset Tetap) PerkantoranPemenntzhan 5.000.00000 | PAD
1201 | 53 Belanjs Modal 5000.000,00
1202 Pemelharaan GedungPrasarana Kantor Desa 5.610.000,00 | ow
1202 [ 52 Belanja Barang dan Jasa 5.610.000,00
1290 Pengadaan peratatan kerja 9500.000,00 | PAD
1260 | 53, Belanja Modal $.500.000,00
1291 Pengadaan mebeleur 5.000.000,00 | PAD
1291 | 53 Belanja Moda! 5.000.000,00
1284 Rehabiitasypemelharaan kendaraan dnas/operasional 1.000.000,00 | PAD
| Prnted by Siskevdes  JredPlraraRlE-2id et
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ns:z:llsua URAIAN “”‘i";f:}ﬂ" SUMBERDANA
1 2 3 4 5
1294 | 52, Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
1.295 Penyediaan Jasa perbalkan/servis peralatan kerja 1.000.000,00 | PAD
12985 | 52. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
1299 Lain-laln Sub Bidang Sarana Pragarana Pemerintahan Desa 9.841.000,00 | ADD, PAD
1299 | 52 Belanja Barang dan Jasa 9.141,000,00
1299 | 53, Belanja Modal 700.000,00
1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 3.605.000,00
Kearsipan
1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa *) 550.000,00 | pDS
13.02 | 52, Belanja Barang dan Jasa 550.000,00
1.3.03 Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 2.075.000,00 | PAD
13.03 | 52. Belanja Barang dan Jasa 2.075.000,00
1.3.90 Penyusunan monografi desa 980.000,00 | PAD
12.90 | 52, Belanja Barang dan Jasa §80.000,00
14, Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 85.872.100,00
Pelaporan
1401 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( 4.600.000,00 | PAD
Reguler)
1401 | 52, Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00
1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dil) 3.960.000,00 | PAD
1403 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.960.000,00
1.4.04 ;Enwsunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ 4.670.000,00 | PAD
1404 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.670.000,00
1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 4.200.000,00 | ops
14.08 | 52. Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00
1.4.10 gulcu;mgan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & 63.094.300,00 | PBK
P
1.4.10 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 63.094.300,00
1.4.11 Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lo 5.347.800,00 | PBH
mdes
1411 | 52, Belanja Barang dan Jasa 5.347.800,00
1.5. Sub Bidang Pertanahan 75.700.000,00
1.5.94 Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB 700.000,00 | pLL
1594 | 52 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00
1599 Lain-lain Sub Bidang Pertanahan 75.000.000,00 | pap
1599 | 52 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 803.771.750,00
2.1, Sub Bidang Pendidikan 101.231.750,00
2.1.01 Penyelengga{an PAUDITK/TPAITKA/TPQ/Madrasah NonFormal Mikk Desa 44.800.000,00 | pps
(Honor, Pakaian dl))
2101 | 52 Belanja Barang dan Jasa 44.800.000,00
2103 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 6.764.500,00 | pos
21.03 | 52, Belanja Barang dan Jasa 6.764.500,00
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RE’;"E?:NO URAIAN "‘"‘:i:"}"" SUMBERDANA
1 2 3 4 3
2.1.0% Pemelharaan Sarana Prasarana PAUD/TKITPAITKAITPQ/Madrasah Nonfo 44.867.250,00 | DDS
rmal Milik Desa
2105 | 52 Belanja Barang dan Jasa 413.250,00
2105 | 53 Belanja Modal 44.454.000,00
2104 1:;ngclolaln Perpustakaan Miik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac 4.800.000,00 | DDS
2108 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4,800.000,00
22 Sub Bidang Keschatan 149.203.000,00
220 gmdw‘:l)engnurun Pos Kesehatan Desa/Polindes Miik Desa (obat, Insentif, K 17.275.000,00 | DDS
2201 | 52 Belan|a Barang dan Jasa 17.275.000,00
2202 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumd, Lamsia, Insentif) 47.880.000,00 | DDS
2202 | 52 Belanja Barang dan Jasa 47.880.000,00
2203 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad 3.000.000,00 | DDS
er Kesehatan dll)
2203 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
2204 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 28.015.000,00 | DOS
2204 | 52, Belanja Barang dan Jasa 26.015.000,00
2282 Pembinaan taman obat keluarga (Toga) 14.713.000,00 | DD8
2292 | 52. Belanja Barang dan Jasa 14.713.000,00
2254 Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD 9.840,000,00 | DDs
2294 | 52, Belan/a Barang dan Jasa 9.840.000,00
2298 Insentif kader kesehatan/KB 22,680.000,00 | DDS
22968 | 52 Belanja Barang dan Jasa 22.660.000,00
2293 Pengembangan Sanitas! Terpadu Berbasls Masyarakat (STBM) 5.800.000,00 | DDS
2299 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00
23. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 309.657.500,00
2305 Pg;elmaraan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas 146.357.000,00 | DDS
e
2305 | 52, Belanja Barang dan Jasa 850.000,00
2305 | 53. Belanja Modal 145.507.000,00
2.3.08 Pemelharsan Embung Milik Desa 3.500.000,00 | pos
2308 | 52, Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
21 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan 115.320.000,00 | ocos
Permukiman **)
2311 | 52 Belanja Barang dan Jasa 850.000,00
2311 | 53, Belanja Madal 114.470.000,00
23.20 Pembangunan/Rehabilitasi’Peningkatan Monumen/Gapura/Balas Desa **) 44.480.500,00 | pos
2320 | 52 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00
2320 | 53. Belanja Modal 43.780.500,00
24. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 61.237.000,00
24.17 g:;nabf-r;gwmﬁehabﬂitawmnhgkamn Taman/Taman Bermain Anak Milik 11.375.000,00 | oos
[ Frioted by Siskeudes [P EY R PR
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2407 | 52 Bolan|a Barang dan Jasa 11.375.000,00
24M Pamberian stimulan jamban sehal 45,887.000,00 | pos
2491 | 52, Belonja Barang dan Jasa 45.887,000,00
2492 Pengelolaan sampah desalpermukiman 3,975.000,00 | pos
2492 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.975.000,00
28, Sub Bidang Pariwisata 182.442.500,00
23.03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 142.372,500,00 | DD3
28.03 | 52, Belanja Barang dan Jasa 700.000,00
2803 | 53, Belanja Modal 141.672.500,00
2890 Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata 4.070.000,00 | oDs
2890 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.070.000,00
23892 Pelaksanaan penugasan penarikan retribus| obyek wisala dan tempat olah ra 36.000.000,00 | PBH
ga oleh pemerintah kabupate
2892 | 52, Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 31.725.540.0
LA N Sub Bidang Ketentoraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 20.485.540,00
Masyarakat
3.1.03 Koordinasl Pembinaan Keamanan, Kelertiban & Perfindungan Masy. Skala L 10.360.000,00 | PAD
okal Desa
3103 | 52 Belanja Barang dan Jasa 10.360.000,00
3.1.90 Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana 7.500.000,00 | pDs
3190 | 52, Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
3190 | 53. Belanja Maodal 2.500.000,00
3.1.93 Pembinaan Jaga Warga 2605540,00 | DLL
3193 | 52, Belanja Barang dan Jasa 2.605.540,00
a2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 17.745,000,00
3203 Penyelenggaran Festival Kesenian, AdatKebudayaan, dan Kegamaan (HUT 2.720.000,00 | PBH
RI, Raya Keagamaan dll)
3203 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.720.000,00
3204 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan 1.200.000,00 | PAD
Mifik Desa
3204 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00
2o Pengembangan kehidupan soslal keagamaan B.325.000,00 | PAD
3281 | 52 Belanja Barang dan Jasa 8.325.000,00
3292 Pelaksanaan upacara adatftradis| daerah tUngkat desa 5.500.000,00 | paD
3292 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00
33, Sub Bidang Kepemudaon dan Olahraga 20.000.000,00
3.3.05 Pembangunan/Rehabllitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa 15.515.000,00 | oos
n & Clahraga Milik Desa
3.3.05 | 52, Belan]a Barang dan Jasa 400,000,00
3305 | 53, Belanja Modal 15.115.000,00
3393 Operaslonal Karang Taruna 4.485.000,00 | PAD
3393 | 52, Belanja Barang dan Jasa 4.485.000,00
A Sub Bldang Kelembagaan Masyarakat 73.515.000,00
IEEITETTITO 291272020 143205
Halaman 4

Dipindai dengan CamScanner

-5



W 29122020 14 22 05

KODE URAIAN w SUMBERDANA
1 2 1 ] 5
40 Pembraan UMDAPMLPVD 140000000 | DuL
14 | s2 Belanya Barang dan Jasa 1.400 000,00
249 Pembnam Kader Pemberdayasn Masyarakat 600000000 | cOs
3481 | 52 Belanya Baranyg dan Jasa 500000000
4 mmrmmmpmxmnmm 432000000 | DOS
¥ Desa)
1452 | 52 Beiarya Barang dan Jaes 4 320 000.00
1483 Peisksanaan Buan Bhaid Gotong Royang 1575.000.00 | ow
4N | s2 Belarya Barang dan Jasa 1.575.000.00
Jas4 Pembrasn RTRW 15540 000.00 | PAD
3494 | 52 Belanja Barang dan Jasa 15 540 000,00
1458 Operasional LPMD darvstay LPMD 1108000000 | PAD
1495 | 52 Betanja Barang dan Jasa 11.080 000.00
1466 Operasonal PKK, 20.850000,00 | POH
1456 | 52 Belarya Barang dan Jasa 20 830 000.00
1499 Lan-an Sub Bdang Kelembagaan Masyarakat 12.750 000,00 | PBH
1499 | 52 Belarja Barang dan Jasa 12.750 000,00
] BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 190.883.750,00
4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 6.223.750,00
4105 Bantuan Perikanan (Bba/Pakan/al) 4123.750,00 | pos
4105 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.123.750,00
4195 Pembinaan kelompok nelayan 2.100.000,00 | pos
4195 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.100 000,00
42, Sub Bidang Pertanian dan Petemakan 10.125.000,00
4292 Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tanvGapoktan 10.125.000.00 | pos
4292 | 52 Belanja Barang dan Jasa 10.125 000,00
43, Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 10.600.000,00
4399 Lan-iain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 10.600.000,00 | pps
4399 | 52 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00
44 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak dan 12.700.000,00
Keluarga
4400 Pelathan dan Pengustan Penyandang Difable (Penyandang Disabiitas) 2.350.000,00 | pos
4403 152 | Belanja Barang dan Jasa 2.350.000,00
4492 Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa 10.350.000,00 | pps
4492 | 52 Belanja Barang dan Jasa 10.350.000,00
4.5, Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah {UMKM) 8.000.000,00
4501 Pelathan Manajemen KoperaslKUD/UMKM 6.050.000.00 | oos
4501 | 52, Belanja Barang dan Jasa § fi0ans
AL E;Erg‘;ﬂ%:mmmmaﬂn Produk usaha masyaraka dj { 1.950.000,00 | pos
4590 | 52 Belanja Barang dan Jasa TP
48,
$ Sub Bidang Dukungan Penanaman Modaj 3.350.000,00

Halaman 5

Dipindai dengan CamScanner




Reln(::a?:wo URAIAN ANC‘{ ‘::':A" SUMBERDANA
1 2 3 4 5
46.02 Pelathan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oloh Pemdes) 1.400.000,00 | pos
4602 | 52, Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00
46.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal ) 1.950.000,00 ( DOS
4699 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00
4T, Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 239.885.000,00 ]
4.7.01 Pemeliharaan Pasar Desa/Klos Milik Desa 57.074.000,00 | pDS
4701 | 52, Belanja Barang dan Jasa 490.000,00
4701 | 53, Belanja Modal 56.584.000,00
4.7.02 Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 162.135.000,00 | pps
£7.02 | B2. Balanja Barang dan Jasa 700.000,00
47.02 | 53, Belanja Modal 161.425.000,00
4.7.91 Pengelolaan pasar desa 20.676.000,00 | DDS
4791 | 52, Belanja Barang dan Jasa 20.676.000,00
-] =11 G PENANGGULANG DARUR AK D 292.372.000,00
5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 22.372.000,00
5.1.01 Kegiatan Penanggulanan Bencana 22.372.000,00 | oos
51.01 | 54, Belanja Tidak Terduga 22.372.000,00
53. Sub Bidang Keadaan Mendesak 270,000.000,00
5.3.01 Penanganan Keadaan Mendesak 270.000.000,00 | pos
53.01 | 54, Belanja Tidak Terduga 270.000.000,00
JUMLAH BELANJA 2.633.736.900,00
SURPLUS { (DEFISIT) (12.941.,300,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 53.691.300,00
6.2, Pengeluaran Pemblayaan 40.750.000,00
PEMBIAYAAN NETTC 12.941.300,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAA 0,00
= —_— |
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¢\ PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
) KAPANEWON TEPUS

Bintnos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881
Surel : kecomatantepus@gmail.com Lamﬂn:‘T‘cpns.Gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS
NOMOR 138 /KPTS/2020
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO X

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PANEWU TEPUS,

Menimbang  : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2021, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan
dengan  kepentingan umum, peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Unds_mg Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah  Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 No.44) jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya
Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari
hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomo 59);
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2 Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keisumewaan  Daerah  Istimewn Yopvakarta  (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Sa39);

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3403),

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
di ubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan
Dacrah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

S. Peraturan  Pemenintanh Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telnh diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tul}lun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Remerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pejaksanann
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara,(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558)  scbagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016. tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari A;lggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 T?.hun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Désa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11.Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keyangan No.
156/PMK.07/2020 Tentang Peruabahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

12, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah

Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
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13 Persturan Gobermur Deerad lstimewn Yograkarta No 34
Tabom 2007 wntang Pemacfaaten Tacah Desa (Berita
Diawral letimmewa Yograkarts Tabus 2017 Nomer 35

14 Persnurer, Deeral Kabupeten Gununglodul Nomor 2 Tahun
2010 twpamg Pemowma Pembangunen Jangla Panjang
Dwrsh Kabupeten Cuomenghidal Tehun 2005 - 2005
(Lemberan Doerelh: Kabupsten Gununglidul Tahun 2010
Romer 2,

15 Prratasrnn Dasrsh Kabwspaten Gunungicodul Nomor 4 Tahun
2016 tenteng Percare Pembangunan Jangka Menengah
Daorsh Tabun 2016-202] fLembaran Daerah Kabupaten
Oununglatul Tebwn 2016 Nomor 4) sebagaimana telah
dinubah dergan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungksdul

Komor 4 Tahum 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tabun 2016-2071 (Lembaran
Daerah Kabupaten Gununglkidul Tahun 2017 Nomer 14),

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidu! Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintaban Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gununglodu! Tahun 2016 Nomeor 6),

17, Peraturan Daecrah Kabupaten Gununglkidul Nomor 7 Tabun
2018 tentang Badan Permusyswaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomer 7);

18 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungladul Nomor 6 Tahun
2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Deerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6},

19. Peraruran Bupati Gunungiodul Nomer 24 tahun 2007
tentang Pelimpahan sebagian wewenang Kepals Daerah
Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daersh
Kabupaten Guaungiadul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);

20. Peraruran  Bupati Gunungicdul Nomor 9 Tahun 2017
tentang Jamunan Kesehatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Berita Daerzh Kabupaten Gunungkidul
Nomer 9);

21, Peraturan Bupati Gunungiddul Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak
Dan Retnbusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
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22.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peratuan Bupati
Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 58);

23.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Bersckala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019
tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat
Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor
33);

27.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019
tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara
Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019 Nomor 34);

28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58;

29. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 104 Tahun 2019
tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 59 Tahun 2019 tentang Standar Harga Barang Dan
Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 104);
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30. Peraturan  Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

31.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU . [Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2021, adalah sebagai berikut :
I. DASAR HUKUM
1. Pada bagian menimbang huruf (b) dan (¢), tahun
anggaran APBKaluran agar diganti tahun 2021.
. PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

1. Pendapatan Kalurahan :Rp 2.620.795.600,-
2. Belanja Kalurahan :Rp 2.618.455.582,-
Surphas/Defisit :Rp 2.340.018,-

3. Pembiayaan Desa
3.1 Penerimaan Pembiayaan : Rp 38.409.982,-
3.2 Pengeluaran Pembiayann :Rp 40.750.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b) :Rp (2.340.018,-)

Sisa Lebih /Kurang Perhitungan Anggaran :Rp | 2

III. URAIAN BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KALURAHAN
Cukup
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Cukup
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Cukup
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Cukup

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT
DAN MENDESAK KALURAHAN
Cukup

IV. PEMBIAYAAN
Sisa anggaran disesuaikan dengan kondisi progres
keuangan terakhir/ ter-update

V. LEGAL DRAFTING
Cukup.

Kewenangan terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Tahun Anggaran 2021.

Lurah agar segera melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan
Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi
tersebut diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya Keputusan ini.

Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil
evaluasi Panewu dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan
Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, akan dilakukan
pembatalan oleh Panewu, sekaligus menyatakan berlakunya

APBKalurahan Tahun 2021.

Penganggaran dan pelaksanaan APBKalurahan Tahun

Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan
Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2021, sah apabila memenuhi

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan nkan

diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tepus
pada tanggal 43 Desember 2020

TEMBUSAN Keputusan ini di i Kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;

A
3

. Kepala DP3AKBPM dan D Kabupaten Gunungkidul;
. Ketua BaMusKal Sidoharjo;
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KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS

PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
82 Aggam g rpuma Gaasioe
Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55841

Email : desasidoharjotepus2018@gmail.com Websile: sidoharjo-lepus.desa.id

BERITA ACARA PENETAPAN
PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN 2021
Nomor : 35 /xn /20d0
Nomor 26/ x N /2020

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember Tahun Dua
Ribu Dua Puluh bertempat di balai Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten
Gunungkidul telah diadakan Rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan
Musyawarah Kalurahan Sidoharjo, menetapkan bersama terhadap Peraturan Kalurahan
Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2021.

Rapat/ Sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Musyawarah
Kalurahan Sidoharjo dihadiri oleh Lurah beserta Pamong Kalurahan dan Ketua Badan
Musyawarah Kalurahan Sidoharjo beserta anggotanya sebagaimana daftar hadir
terlampir.

Dalam rapat / sidang tersebut telah memperoleh kata sepakat dan menetapkan :

Bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Kalurahan Tahun 2021 telah dibahas bersama-sama dan segera ditetapkan.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemerintah Kalurahan Sidoharjo menetapkan Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 12
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2021
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Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila masih terdapat kekeliruan, akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

. Ketua
Badan Pefmusywaratan Kalurahan

|l‘ o

Drs. SARIYANTO
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DAFTAR HADIR

Hari . Selasa
Tanggal . 29 Desember 2020
Jam : 13.00
Tempat . Balai Kalurahan Sidoharjo
Acara : Rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Musyawarah
Kalurahan Sidoharjo, untuk menetapkan bersama Peraturan
Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Kalurahan Tahun 2021.
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